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WALIKOTA KUPANG 

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR 

PERATURAN WALIKOTA KUPANG 

NOMOR 63 TAHUN 2021 

TEN'TANG 

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERT\ TATA 

KERJA BADAN PENANOOULANGAN BENCANA DAERAH 

KOTA KUPANG 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALIKOTA KUPANG, 

Menimbang 

Mengingat 

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan 

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan 

Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk 

Penyederhanaan Birokrasi, perlu menetapkan Peraturan 

Walikota tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas 

dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Penanggulangan 

Bencana Daerah Kota Ku pang; 

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Noror 5 Tahun 1996 tentang 

Pembentukan Kotaradya Daerah Tingkat II Kupang 

fLembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 

Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Repubhik 

Indonesia Nomor 3633); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Darrah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Thun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republk Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 1 1  Tahu 2020 ten.tang 



Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2020 Nomor 254, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6573); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah (Lerbaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2016 Nomor 114,  Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) 

se bagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang perubahan 

atas Perturan Pemerinta.h Nomor 18 Tahun 2016 

tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tun 2019 Nomor 187 , Tambahan 

Lembaran Negara Repubhik Indonesia Nomor 6402 

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang 

enyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi 

Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi 

[Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 

546); 

6. Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 13 Tahun 2016 

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

Kota Kupang [Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 

2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Dacrah Kota 

Kupang Nomor 273) ebagaimana telah diubah 

beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota 

Kupang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua 

Atas Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 13 Tahun 

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 

Daerah Kota Kupang [Lembaran Daerah Kota Kupang 

Tahun 2019 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah 

Kota Kupang Nomor 285], 



Menetapkan PERATURAN 

MEMUTUSKAN 

WALIKOTA TENTANG KEDUDUKAN, 

SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA 

KER.IA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 

KOTA KUPANG 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal l 

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan : 

I. Dacrah adalah Kota Kupang. 

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Kupang. 

3. Walikota adalah Walikota Kupang. 

4. Sekretariat Daerah, selanjutnya disebut Setda adalah Sekretariat 

Daerah Kota Ku pang 

5. Bekretaris Daerah, selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris 

Daerah Kota Kupang 

6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disebut 

Badan adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Ku pang­ 

7. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi 

dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi 

pemerintahan dan pembangunan. 

8. Jabatan Fungsional adalah sekelorpok jabatan yang berisi fungsi dan 

tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada 

keahlian dan keterampilan tertentu. 

9. Pejabat Fungsional adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan 

Fungsional pada Instansi Pemerintah. 

10. Sub Koordinator adalah pejabat fungsional jenjang ahli muda yang 

ditugaskan untuk melaksanakan scbagian tugas yang diamanatkan, 

baik yang merupakan turunan langsung maupun tidakx langsung dari 

tugas jabatan administrator di lingkup unit kerja. 

1l.unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disebut UpTp adalah 

Unsur Pelaksana Teknis Daerah pada Badan Penanggulangan Bencana 

Daerah Kota Kupang. 



BAB II 

KEDUDUKAN DAN STRUKTUR ORGANISASI 

Pasal 2 

fl) Badan merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan menjadi 

kewenangan Daerah. 

(2) Badan sebagaimana dimaksud pada ayat fl) dipimpin olch kepala 

Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada 

Walikota Kota melalui Sekretaris Daerah 

(3) Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (IH mempunyai tugas 

membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan yang 

menjadi kewenangan daerah di Bidang Penanggulangan Bencna 

Daerah serta tugas pembant uan 

() Badan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 

(3) menyelenggarakan fungsi: 

a. perumusan kebijakan daerah di bidang penanggulangan bencana 

daerah, 

b. pelaksanaan kebijakan daerah di bidang penanggulangan bencana 

daera.h; 

c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan daerah di bidang 

penanggulangan bencana daerah; 

d. pelaksanaan administrasi dinas daerah di bidang penanggulangan 

bencana daerah; dan 

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait 

dengan tugas dan fungsinya 

Pasal 3 

(I) Badan sebagaimmana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (l) merupakan Hadan 

Tipe B dengan susunan organisasi terdiri atas; 

a. Kepala Pelaksana; 

b. Sekretariat dengan I (satu) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 

c. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan; 

d. Bidang Kedaruratan dan Logistik; 

e. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi; 

f. Kelompok Jabatan Fungsional; dan 

g UPTD 



(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (I) huruf b, dipimpin oleh 

sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala 

Pelaksana. 

(3] Masing-mnasing Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di 

bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana. 

() Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan 

bertanggung jawab kepada Sekretaris. 

(5) Dagan Susunan Struktur Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat 

(I] tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak 

terpisahkan dari Peraturan Walikota ini 

BAB IT! 

TUGAS DAN FUNGSI 

Pasal + 

(I]Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan 

ugas, pembinaan, pemberian dukungan administrasi kepada seluruh 

unit organisasi di lingkungan Badan 

(2) Untuk melaksanakan tugas scbagaimana dimaksud pada ayat (1), 

Sekretariat mempunyai fungsi 

a. pelaksanaan koordinasi kegiatan di lingkungan badan; 

b, penyusunan rencana, program dan anggaran badan; 

c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi badan yang 

meliputi penyelenggaraan urusan ketatausahaan rumah tangga, 

ketatalaksanaan, kepegawaian, kepustakaan, keuangan, kerjasama, 

hukum, organisasi, hubungan masyarakat dan keprotokolan, 

kearsipan dan dokumentasi; 

d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan program kerja 

badan; dar 

e. pelaksanaan tugas baden lain yang diberikan olch atasan. 

Pasal 5 

(1 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan 

tugas sekretariat Lingkup administrasi umum dan kepegawaian badan. 

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (I, Sub 

Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungi 



a. mclakukan penyiapan bahan dan pelaksanaan urusan kepegawaian 

badan; 

b. melakukan penyiapan bahan dan pelaksanaan urusan ketatausahaan 

sarana dan prasarana rumah tangga badan; 

c. melakukan penyiapan ba han dan pelaksanaan urusan, 

ketatalaksanaan, kepustakaan, tata persuratan, kearsipan dan 

dokumentasi lingkup badan; 

d. melakukan penyiapan bahan dan pelaksanaan urusan hubungan 

masyarakat dan keprotokolan lingkup badan; 

e. melakukan penyiapan bahan dan pelaksanaan penataan organisasi 

serta peraturan perundang-undangan hingkup badan; dan 

f. melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan. 

Pasal 6 

(1) Bidang Pencegahan Dan Kesiapsiagaan mempunyai tugas membantu 

Kepala Pelaksana dalam melaksanakan perumusan kebijakan, 

pcngoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi 

dan fasilitasi penvelenggaraan pencegahan kesiapsiagaan. 

(2) UJntuk melaksanakan tugas sebagairana dimaksud pada ayat (l), 

Bidang encegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai fungsi : 

a. pengoordinasian perencanaan program kerja pada bidang 

pencengahan dan kesiapsiagaan; 

b. pengoordinasian dan perumusan kebijakan teknis terkait 

pencegahan dan kesiapsiagaan; 

c. pengoordinasian pelaksnaan program kerja pad.a bidang 

pencegahan dan kesiapsiagaan; 

d. pengoordinasian pencegahan dan kesiapsiagaan kebencanaan, 

€. pengoordinasin fasilitasi kerjasama antar lembaga dan 

kemitraan dalam penanggulangan bencana; 

f, pengoordinasian pengelolaan data informasi dan komunikasi 

kebencanaan, 

g. pengoordinasian pengelolaan sisrem informasi kebencanaan; 

h. pengoordinasian fasilitasi pusat komunikasi kebencanaan, 

i pengoordinasian pongelolaan kearsipan pada bidang pencegahan 

dan kesiapsiagaan; 

pen gendalian internal pemerintah, on a 

system 

inegritas, 

j. pengoordinasinn pelaksanaan reformasi birokrasi, 
• 



ketatalaksanaan dan budaya pemerintahan pada bidang 

pencegahan dan kesiapsiagaan; 

k. pengoordinasian pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil 

pemeriksaan pada bidang pencegahan dan kesiapsiagaan; 

I. pengoordinasian pemantauan dan evaluasi program kerja pada 

bidang pencengahan dan kesiapsiagaan; dan 

m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan 

bidang tugas badan. 

Pasal 7 

(I) Bidang Kedaruratan dan Logistik mempunyai tugas membantu 

Kepala Pelaksana dalam melaksanakan perumusan kebijakan, 

terkait teknis kebijakan 

pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi 

dan fasilitasi penyclenggaran kedaruratan dan pengclolaan logistik. 

2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat [1), 

Bidang Kedaruratan dan logistik mempunyai fungsi: 

a. pengoordinasian perencanaan program kerja pada bidang 

kedaruratan dan logistik; 

b. pengoordinasian perumusan 

penanganan kedaruratan dan logistik; 

c. pengoordinasian pelaksanaan program kerja pada bidang 

kedaruratan dan logistik; 

d. pengoordinasian pengendalian operasional dan kedaruratan 

kebencanaan, 

e. pengoordinasian fasilitasi pelaksanaan kegiatan reformasi 

birokrasi, 

integritas, 

sistem pengendalian 

kctatalaksanaan dan 

internal pemerintah, zona 

budaya pemerintahan pada 

bidang kedaruratan dan logistik; 

f. pengoordinasian pelaksanaa pemantauan, pengendalian, 

evaluasi dan penyusunan laporan program kerja pada bidang 

edaruratan dan logistik; dan 

g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai 

dengan bidang tugas badam 

Pasal 8 

(I) Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai tugas membantu 

Kepala Pelaksana dalam melaksanakan perumusan kebijakan, 
' 



• 

pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi 

dan fasilitasi penyelenggaran Rehabilitasi dan Rekonstruksi. 

2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat [l], 

bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai fungsi; 

a. pengoordinasian perencanaan program 

rehabilitasi dan rekonstruksi; 

kerja pada bidang 

b. pengoordinasinn perumusan kebijakan teknis terkait 

penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi; 

c. pengoordinasian pelaksanaan program kerja pada bidang 

rehabilitasi dan rekonstruksi, 

d. pengoordinasian pengendalian operasional dan rehabilitasi dan 

rekonstruksi; 

e. pengoordinasian fasilitasi pelaksanaan kegiatan reformasi 

birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona 

integritas, ketatalaksanaan dan budaya pemerintahan pada 

bidang rehabilitasi dan rekonstruksi; 

f. pengoordinasian penyiapan bahan dan penyusunan pelaporan 

badan; 

g. pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, pengendalian, 

evaluasi dan penyusunan laporan program kerja pada bidang 

rehabilitasi dan rekonstruksi; dan 

h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan olch atasan sesuai 

dengan bidang tugas badan. 

BAB IV 

UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH 

Pasal 9 

(I) Pada Badan dapat dibentuk UPTD tertentu untuk melaksanakan 

kegiatan tecknis operasional dan/ atau kegiatan teknis penunjang 

yang menjadi kewenangan. 

[2) UFTD sebagaimana dimaksud pada ayat (I), merupakan bagian dari 

Perangkat Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Badan. 

(3 Ketentuan lebih lanjut mengenai nomenklatur, jumlah dan jenis, 

susunan organisasi, tugas dan fungsi UPTD sebagairmana dimaksud 

pada ayat [l], diatur dengan Peraturan Walikota. 



BAB V 

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL 

Pasal 10 

fl) Kclorpok Jabatan Fungsional pada Badan bersifat teknis sesuai 

keahlian dan kebutuhan 

(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (I) 

terdiri dari scjumlah tenaga jabatan fungsional yang terdapat dalar 

berbagai kelompok sesuni dengan bidang keahliannya 

(3] Jumlah dan jenis jabatan fungsional scbagaimana dimaksud pada ayat 

2) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja yang diatur 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

Pasal II 

(1] Pejabat Fungsional berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab 

secara langsung kepada pejabat tinggi madya, pejabat pimpinan tingg 

pratama, pejabat administrator, atau pejabat pengawas yang memiliki 

keterkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan fungsional 

2) Penentuan berkedudukan dan bertanggung jawab secara langsung 

sebagaimana dimaksud pada ayat (l] disesuaikan dengan struktur 

organisasi 

(3) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin olch Sub Koordinator Jabatan 

Fungsional yang ditetapkan oleh pejabat pembina kepegawaian atas 

usulan pejabat yang berwenang. 

4) Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melaksanakan 

tugas penyusunan rencana, 

pemantaan dan evaluasi, serta 

substansi pada masing-masing 

pelaksanaan dan 

pelaporan pad a 

pen gelompokan 

pengendalian, 

satu kelompok 

fungsi jabatan 

administrator. 

(5] Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat [(+), terdiri atas: 

a sub koordinator substansi data dan perencanaan; 

b. sub koordinator substansi keuangan; 

c sub koordinator substansi pencegahan; 

d sub koordinator substansi kesiapsiagaan, 

e sub koordinator substansi kedaruratan, 

f. sub koordinator substansi logistik; 

g sub koordinator substansi rehabilitasi; dan 

h. sub koordinator substansi rckonstruksi, 

k 



BAB VI 

TATA KERJA 

Pasal 12 

tlDalam melaksanakan tugasnya, setiap unsur organisasi wajib 

menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam 

lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di 

lingkungan pemerintah daerah serta dengan instansi lain di luar 

pemerintah daerah sesuai dengan tugas masing-masing. 

(2) Setiap unsur organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing 

dan bila terjadi penyimpagan agar mengambil langkah - langkah yang 

diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

() Setiap unsur organisasi wajib bertanggang jawab memimpin dan 

mengoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan 

bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya. 

(4 Setiap unsur organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk yang 

diberikan dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta 

menyiapkan dan menyampaikan aporan baik insidentil maupun berkala 

pada waktunya. 

(5) Setiap laporan yang diterima oleh setiap unsur organisasi wajib diolah 

dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih 

lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan. 

(6) Setiap laporan yang disampaikan kepada atasan, tembusan laporan 

wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lainnya yang secara 

fungsional mempunyai hubungan kerja. 

(7 Dalam melaksanakan tugas, setiap unsur organisasi wajib mengadakan 

rapat berkala dalam rangka pemberian bimbingan dan petunjuk kepada 

bawahan masing-masing 

,v 
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BAB VII 

KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 13 

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, pejabat yang ada tetap 
melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkan pejabat yang baru 

berdasarkan Peraturan Walikota ini 

BAB VIII 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 14 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota 

Kupang. 

Ditetapkan di Kupang 

pada ta ggal 31 Dese;ter 
lwAuKdTA KUPANG, 

2021 

Diundangkan di Kupang 

pada tanggal 31 Desember 2021 
ARIS DAERAH K cd 

I KOTA KUPANG TAHUN 2021 NOMOR 580 
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